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Jenis Penerima Kewenangan Daerah

Pelayanan  Rehabilitasi Sosial

Pelayanan  Perlindungan dan Jaminan Sosial

Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pelayanan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai krtiteria

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN SPM BIDANG SOSIAL

PP 2 Tahun 2018 Tentang SPM dan Permensos 9 Tahun 2018 Standar Teknis SPM Bidang Sosial

dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, 

lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau 

Pusat Kesejahteraan Sosial







TREN CAPAIAN SPM NASIONAL

sumber. Sekber SPM Pusat, 2024

TREN CAPAIAN SPM SOSIAL

Penurunan capaian di 

tahun 2023

PENERIMA DAN MUTU LAYANAN PENERAPAN SPM 

BIDANG PER INDIKATOR PROVINSI

TAHUN 2023

PENERIMA DAN MUTU LAYANAN PENERAPAN SPM 

BIDANG PER INDIKATOR KABUPATEN DAN KOTA

TAHUN 2023



pengumpulan dan 

pengelolaan data

penghitungan 

kebutuhan 

pemenuhan 

Pelayanan Dasar

penyusunan 

rencana 

pemenuhan 

Pelayanan Dasar

pelaksanaan 

pemenuhan 

Pelayanan Dasar

TAHAPAN PENERAPAN SPM

PP 2/2018 tentang SPM



1. Tidak semua provinsi mempunyai panti sosial;
2.Masih banyak panti sosial dengan sarana dan

prasarana yang tidak memadai;
3.Tidak semua kab/kota mempunyai sarana layanan

rumah singgah, puskesos;
4.Belum adanya UPTD Kabupate/Kota

1. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar OPD
dalam dalam pelaksanaan SPM;

2.Tim Sekretariat Bersama (SEKBER) Daerah belum
melaksanakan upaya maksimal antar urusan dalam
SPM

1. Perencanaan dan penganggaran bidang sosial
belum menjadi prioritas kepala daerah;

2.Masih terdapat OPD Bidang Sosial yang tergabung
dengan urusan lainnya;

3.Banyaknya Jumlah LKS yang belum terakreditasi

1. Penentuan target sasaran masih menggunakan
estimasi/perkiraan;

2.Pemerintah Daerah kesulitan dalam melakukan pendataan
gelandangan dan pengemis;

3.Masih terdapat daerah yang belum memiliki sumber data yang
valid untuk menentukan target penerima layanan

Penganggaran SPM Bidang Sosial di daerah
masih minim1. Minimnya recruitment SDM pelaksana

(Peksos/Pensos) dalam pelaksanaan SPM;
2.Banyaknya Jumlah SDM Pelaksana yang

belum tersertifikasi

SARANA DAN PRASARANA

KOLABORASI DAN SINERGIKELEMBAGAAN

PENDATAAN/ DATA PENERIMA LAYANAN

PENGANGGARANSUMBERDAYA MANUSIA

Permasalahan SPM Bidang Sosial



STRATEGI DALAM PEMENUHAN 
KEBUTUHAN DASAR SPM 
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INPUT DAERAH
SISTEM PENDATAAN DAERAH

01. PENDATAAN dan PENGADUAN

di integrasikan pada

APLIKASI PENDATAAN PENANGANAN 
KEMISKINAN DAERAH

PELIBATAN MASYARAKAT PADA PENDATAAN 
DAERAH

PUSAT ADUAN/FRONTLINE

PENDATAAN KELOMPOK RENTAN 
(PENYANDANG DISABILITAS, ODGJ, 

GELANDANGAN)

PENDATAAN LANGSUNG KE 
KELUARGA

PENDATAAN POTENSI SUMBER KESOS 
(KARANG TARUNA, DUNIA USAHA, LKS)



PENGELOLAAN DTKS



APLIKASI DALAM MENDUKUNG PENDATAAN, PENGADUAN 
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 



COMMAND CENTER (021-171)
PUSAT KENDALI KEMENTERIAN SOSIAL

18

Command Center Kementerian Sosial merupakan platform terintegrasi yang memanfaatkan teknologi

informasi untuk mengelola berbagai fungsi dan layanan, antara lain penanganan masalah

kesejahteraan sosial, kewaspadaan bencana, asesmen lapangan, pelaporan real-time, serta

manajemen masalah sosial yang terpadu, responsif, proaktif, manusiawi, efektif, dan efisien.

24 hours in 7 days. 
FAST RESPONSE to disaster in 10 minutes.



02. KELEMBAGAAN

PUSAT LAYANAN TERPADU 

KESEJAHTERAAN SOSIAL/ 

PUSKESOS DAERAH

KEWIRAUSAHAAN DI 

PANTI SOSIAL

PANTI SOSIAL 

MULTILAYANAN

SHELTER/RUMAH 

SINGGAH TERPADU

GALERI 

HASIL KARYA KELOMPOK 

RENTAN (WORKSHOP)

TEMPAT EDUKASI KELOMPOK 

RENTAN (SEKOLAH EDUKASI)

INOVASI 

ALAT BANTU





Batik Ciprat karya Penerima Manfaat di balai 
Rehabilitasi Penyandang Dibsailitas Intelektual 

di Temanggung merupakan inovasi layanan 
yang ditujukan kepada para Penyandang 

Disabilitas Intelektual.
Batik tsb merupakan sarana pengembangan 
layanan dan memberikan manfaat ekonomi 

dari produksi yang dihasilkan. 

Proses Produksi (Perakitan) alat bantu dengan 
melibatkan para kelompok rentan sebagai 
bagian dari memberikan akses pekerjaan;

PATEN diberikan oleh Kemenkumham untuk alat 
bantu tongkat adaptif. 







02. KELEMBAGAAN02. KELEMBAGAAN
03. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Koordinasi dengan

Pengampu SPM Lainnya
Koordinasi dengan

Kementerian Sosial melalui

program strategis

Koordinasi dengan CSR atau

Pendanaan Lainnya

Koordinasi dengan Pilar Pilar

Kesejahteraan Sosial

(Pendamping, Tagana, Pekerja

Sosial, dsb)



04. PROGRAM
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR Permakanan Penyandang Disabilitas

Permakanan Lanjut Usia Tunggal

Program Sembako

Program Keluarga Harapan (PKH)

Rumah Sejahtera Terpadu (RST)

Pemenuhan Kebutuhan dasar menjadi
bagian dari Strategi Kementerian Sosial
dalam Mengurangi Beban Pengeluaran.
pemenuhan kebutuhan dasar merupakan
pemenuhan hak dari setiap warga yang
wajib dipenuhi oleh negara melalui
pemberian layanan dasar.
pemenuhan Kebutuhan dasar diantaranya
untuk pemenuhan sandang, pangan,
papan, hak administrasi, dan lainnya.
beberapa program relevan yang dapat
dijadikan sebagai inovasi dan diduplikasi
bagi daerah sebagai berikut:

Pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas
tunggal. Diberikan dalam bentuk makanan siap saji,
diberikan setiap hari selama 6 (enam) bulan dan
terdapat ongkos kirim untuk pengantaran.

merupakan pemberian makanan siap saji kepada
lansia tunggal yang terdapat dalam DTKS, mekanisme
pengantaran dan menjadi pintu masuk pada layanan
lansia lainnya.

Pemberian bahan makanan dengan stadar gizi tertentu
untuk keluarga miskin. Diberikan setiap bulan, sebesar
Rp200.000,- target saat ini 18.8 Juta KPM

merupakan program pemberian akses pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan sosial kepada balita,
anak sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia.
Bantuan Sosial diberikan kepada 10 juta KPM

Merupakan program integrasi antar UKE 1, diberikan
dalam bentuk renovasi rumah dan di akseskan kepada
program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Penanganan Korban Bencana
ATENSI



TUJUAN:
Penghormatan, perlindungan dan
jaminan sosial dalam pemenuhan
kebutuhan dasar berupa pangan dan
nutrisi agar memperoleh kehidupan
layak dengan indeks Rp30 ribu per
orang perhari untuk 2 kali makan,

KRITERIA:
Dari keluarga miskin atau tidak mampu,
penyandang disabilitas, terdaftar
dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS), bukan berstatus sebagai
pensiunan istri/suami PNS dan atau
purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK
dan Nomor Kartu Keluarga yang telah
dipadankan dengan data Ditjen
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kemendagri, diusulkan camat atau
kepala distrik atau nama lain sebagai
penyandang disabilitas penerima
bantuan sosial permakanan.
miskin atau tidak mampu, berusia 75
tahun atau lebih, terdaftar di Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu
(DTKS), bukan berstatus sebagai
pensiunan istri/suami PNS dan atau
purnawirawan TNI/Polri, memiliki NIK
dan Nomor Kartu Keluarga, diusulkan
camat atau kepala distrik atau nama
lain sebagai penerima manfaat
permakanan.

PERMAKANAN LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Dashboard Permakanan Lanjut Usia

Dashboard Permakanan Disabilitas

Sumber. SIKSMA per 23 Oktober 2024
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Permakanan disabilitas: 
https://www.youtube.com/watch?v=R_WXEhX8LVw&t=12s

Permakanan lansia
https://www.youtube.com/watch?v=hnqH48yXVZ4&t=152s

https://www.youtube.com/watch?v=R_WXEhX8LVw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=hnqH48yXVZ4&t=152s






Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (R-RST) adalah program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui bantuan rehabilitasi rumah dan
bantuan komplementaritas sehingga memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang dapat
meningkatkan kesejahteraan penerima program, yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat
tinggal dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas penerima program.

RUMAH SEJAHTERA TERPADU (RST)









04. KESIMPULAN & REKOMENDASI

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi salah satu target utama dalam pelaksanaan kebijakan di Kementerian Sosial;

2. Koordinasi dan Kolaborasi menjadi kunci penting pelaksanaan SPM Bidang Sosial. Dukungan Kementerian Sosial melalui program program eksisting telah

dilakukan;

3. Komitmen kepala daerah, penganggaran, kelembagaan serta SDM berperan penting dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Masyarakat 

melalui SPM Bidang Sosial;

4. Komitmen kepala daerah diwujudkan melalui keberpihakan daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang berada pada Dinas Sosial Provinsi

mapun Kabupaten/Kota;

5. Alokasi penganggaran di prioritaskan untuk pelaksanaan SPM Bidang Sosial sebagaimana mandat dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

serta UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah (HKPD);

6. Kelembagaan diwujudkan melalui keberadaan Panti Sosial dan Pembinaan LKS di Provinsi serta keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)/ Shelter/ 

Rumah Singgah di Kabupaten/Kota dalam melayani Anak, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;

7. Kelembagaan penanganan Bencana melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Lumbung Sosial sebagai upaya mitigasi dalam keadaan bencana;

8. Sumberdaya manusia Kesejahteraan Sosial diwujudkan dengan hadirnya dan ter sertifikasi nya Pekerja Sosial, Taruna Siaga Bencana, Pelopor Perdamaian;

9. Strategi daerah inovatif pelayanan dasar diwujudkan dengan adanya:

a) Keberadaan data Pemerlu Layanan yang valid, melalui data daerah/aplikasi daerah dengan DTKS;

b) Program pemenuhan kebutuhan daerah inovatif daerah seperti permakanan, alat bantu, penyiapan sandang maupun logistic bencana, sarana dan 

prasarana yang handal seperti kendaraan bencana maupun kendaraan operasional mendukung rehabilitasi sosial;

c) Koordinasi lintas OPD dalam pelayanan SPM Bidang Sosial, 



TERIMA KASIH

www.kemensos.go.id @kemensosri


